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5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada bab sebelumnya dapat diambil
kesimpulan bahwa:
5.1.1. Dasar pertimbangan Majlis Hakim Pengadilan Agama Padang

terhadap Perkara Nomor 0288 /pdt.G/2013/PA.PDG tentang gugatan

harta bersama yanggberdiri di' atas tanah kaum adalah Pasal 35

Undang-Undang Nomor 1 bun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi

Hukun Islam. Hakim bkan ‘dengan jelas mana yang

5.1.2. Putu
Bersama yang salah satu obj€knya berdiri di tanah kaum di tinjau
dgri h paitif sgcargateqnl tel sugjggencan Ugdang Undano

UIN-IMAM-BONJ
pada Pasa ndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97
Kompilasi la igsu S gan konsep harta
bersama E MANGperkawinan. Tapi
dilihat dari sudut hukum formil amar putusan Majlis Hakim rancu
dan tidak tuntas menyelesaikan sebuah perkara. Amar putusan
Majlis Hakim rancu disebabkan oleh beberapa hal pertama, tentang

harta bersama berupa rumah, dalam amar putusan Majlis Hakim

Pengadilan Agama Padang, tidak menjelaskan kapan dengan cara
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bagaimana harta tersebut diperoleh, selain itu juga tidak dijelaskan
status hak atas tanah apakah hak milik atau hak pakai atau lainnya.
Kedua, Padahal hakim telah melaksanakan sidang ditempat
(descente) dan menemukan dan mengakui bahwa rumah tersebut
memang benar berdiri di tanah kaum tergugat, serta dalil gugatan
Penggugat juga menjelaskan rumah tersebut berdiri di tanah kaum
tergugat. Untuk itu Majlis Hakim Pengadilan Agama Padang
berkewajiban melaktikan penemuany hukum (rechtvinding) dan

mengadili perkara secara tamtas. Hal ini disebabkan pengaturan

tentang tanah kaum did p berdasarkan hukum adat yang

ermati lebih seksama dalam menilai

IMAM BONJOL

sedang ditangani.

5.2.2. Haki 1 ri e memperhatikan
deng@h s r Y@n snya diterapkan,

yaitu keadilan, kemaslahatan, kepastian hukumnya dan

keadilan dan harus me

manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum syara’.
5.2.3. Sebaiknya hakim menyelesaikan perkara secara tuntas supaya
dapat menyelesaikan konflik di antara para pihak yang

berperkara.
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5.2.4. Diharapkan kepada orang semenda Minangkabau, agar lebih
berhati-hati membangun rumah yang tersangkut paut dengan
kaum, karena status tanah dan rumah ini kedudukannya tidak
jelas hal ini akan membawa akibat penyelesaian harta bersama
tersebut mengalami banyak kendala.

5.2.5. Diharapkan kepada pemuka adat Sumatra Barat agar
mempertegas statusgtanahpyang diberikan kepada pasangan
suami istri umtuk membanguny rumah karena kedudukan

rumah terSebut tidak j
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